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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik merupakan laporan 

monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi 

yang telah dilaksanakan oleh Badan Publik dan juga sebagai bahan acuan 

untuk perbaikan dalam memberikan layanan secara umum, dan 

pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi secara khusus. Di dalam 

laporan ini juga menyajikan gambaran umum pelaksanaan layanan 

informasi, sarana dan prasarana, sumber daya pengelola layanan,rincian 

layanan informasi, target yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun yakni tahun 2025. 

Laporan ini merupakan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan 

Informasi selama tahun Anggaran 2025 yang berada pada DPA Dinas 

Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Ditahun 2026 PPID Dinas Koperasi, UKM 

Provinsi Jambi  siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal 

teknis pelayanan informasi kepada masyarakat, sehingga kedepan segala 

persoalan yang menyangkut aduan dan permohonan masyarakat dapat 

terlayani dengan baik 

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 

ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Jambi, 31 Desember 2025          

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  

PROVINSI JAMBI 

 

 

 

Drs. SARDAINI, MM 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19670520 199402 1 001 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1         Latar Belakang  

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Utama pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi 

menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan, 

akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pelayanan ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak 

setiap pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi, khususnya 

terkait rencana penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan program, 

proses pengambilan keputusan, serta dasar pertimbangan atas setiap 

kebijakan yang ditetapkan. 

Dalam konteks tersebut, PPID memiliki peran strategis sebagai 

garda terdepan dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan 

informasi publik. Peran ini tidak hanya mendukung keterbukaan 

informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong 

peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan prinsip-prinsip 

good governance. 

Sejalan dengan Visi Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, 

Amanah, dan Profesional), Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi 

berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi publik yang 

berkualitas, akurat, dan mudah diakses. Komitmen ini ditujukan untuk 

mendukung kebutuhan informasi bagi pelaku usaha, pengurus koperasi, 

serta masyarakat luas dalam memperoleh data dan informasi yang 

relevan dan terpercaya. 

Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan mencakup 

penyediaan akses yang luas terhadap berbagai informasi strategis, antara 
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lain data perkembangan koperasi, program pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), serta prosedur fasilitasi dan dukungan 

usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, 

serta mendorong terciptanya ekosistem koperasi dan UMKM yang lebih 

maju dan berdaya saing. 

1.2  Maksud dan Tujuan 

Laporan ini disusun dengan tujuan: 

• Memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik; 

• Mengevaluasi kinerja PPID;   

• Menjadi bahan perbaikan pelayanan informasi publik di masa 

mendatang. 

1.3 Dasar Hukum 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

UU No. 14 Tahun 2008. 

• Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah 

• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik. 

• Peraturan Gubernur Jambi terkait Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2014  

 

 

https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/6ZsC25dHdvKFZtTwLx091ySHndp6nSFS7TWWBKBZ.pdf
https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/6ZsC25dHdvKFZtTwLx091ySHndp6nSFS7TWWBKBZ.pdf


4 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 

 

Pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Jambi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu secara langsung 

(offline) dan tidak langsung (online), guna menjangkau kebutuhan 

masyarakat secara lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi 

informasi. 

Pelayanan secara offline diselenggarakan melalui Unit Pelayanan 

Terpadu (PLUT) yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan 

kepada pelaku usaha, khususnya koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Melalui PLUT, masyarakat dapat memperoleh informasi 

secara langsung terkait program pemberdayaan, fasilitasi usaha, konsultasi 

bisnis, serta berbagai layanan teknis lainnya. Kehadiran PLUT tidak hanya 

berfungsi sebagai pusat layanan informasi, tetapi juga sebagai pusat 

pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha. 

Sementara itu, pelayanan secara online didukung oleh Tim ODS 

(Online Data System) yang bertugas dalam pengelolaan layanan digital, 

termasuk penerimaan permohonan informasi, penyampaian data, serta 

pengolahan dan penyajian informasi publik secara elektronik. Melalui sistem 

ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, mudah, dan 

efisien tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. 

Dalam mendukung kelancaran pelayanan informasi, Dinas Koperasi 

dan UKM Provinsi Jambi juga didukung oleh tenaga pendamping KUMKM 

dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang turun langsung 

kelapangan, tersebar di 11 kabupaten/kota. Keberadaan tenaga pendamping 

dan PPKL ini berperan penting dalam menjembatani pelayanan terkait 

pendampingan bagi KUMKM serta kebutuhan informasi antara pemerintah 

dan pelaku usaha di daerah, sekaligus memastikan bahwa informasi terkait 

kebijakan, program, dan fasilitasi usaha dapat tersampaikan secara merata 

hingga ke tingkat akar rumput. 
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Sinergi antara layanan offline melalui PLUT, layanan online oleh Tim 

ODS, serta dukungan tenaga pendamping dan PPKL di lapangan, membentuk 

suatu sistem pelayanan informasi publik yang terpadu dan berkelanjutan. 

Dengan sistem ini, diharapkan pelayanan informasi publik pada Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan 

inklusif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

2.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan informasi 

publik, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menempatkan sumber 

daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan 

penyelenggaraan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). SDM penunjang PPID terdiri dari unsur pimpinan, pejabat 

struktural, serta staf pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

Struktur SDM PPID meliputi Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala 

Dinas, PPID yang dijabat oleh Sekretaris Dinas, serta PPID Pembantu 

yang berasal dari masing-masing bidang dan subbagian. Selain itu, 

terdapat tim teknis yang bertugas dalam pengumpulan data, pengolahan 

informasi, pendokumentasian, serta pelayanan permohonan informasi 

kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya, SDM PPID memiliki peran yang 

terintegrasi, mulai dari penyediaan data di tingkat bidang, verifikasi dan 

klasifikasi informasi, hingga penyampaian informasi kepada pemohon 

sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Setiap personel 

juga dituntut untuk memahami prinsip keterbukaan informasi publik, 

termasuk pengelompokan informasi yang dapat diakses maupun yang 

dikecualikan. 

Berikut susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi :  
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• Atasan PPID: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. 

• Pejabat Pengelola (PPID Pelaksana): Sekretaris Dinas. 

• Bidang Pengolah Data: Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang 

UKM, dan Kepala Bidang Pemberdayaan. 

Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :  
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2.2. Sarana dan Prasarana 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan 

informasi publik yang efektif, efisien, dan berkualitas, ketersediaan 

sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana yang 

memadai tidak hanya menunjang kelancaran proses pelayanan 

informasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, 

kecepatan, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh 

informasi publik. 

Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM 

Provinsi Jambi berupa  fasilitas pelayanan baik secara tatap muka 

(offline) maupun digital (online): 

• Meja Layanan Informasi: Terletak di lobby kantor, dilengkapi dengan 

petugas informasi. 
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• Website Resmi: diskopukm.jambiprov.go.id dan portal e-PPID. 

 

 

 

• Media Sosial: Instagram dan Facebook sebagai kanal informasi serta-merta. 

 



9 
 

 

• Fasilitas Pendukung: Komputer akses publik, ruang tunggu ramah disabilitas, 

dan formulir permohonan informasi. 
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2. 3. Anggaran 

Anggaran pelayanan informasi publik bersumber dari Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi pada 

program Dukungan Manajemen Perangkat Daerah untuk pengelolaan humas, 

website, dan dokumentasi. 
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2.4.  DATA PELAYANAN INFORMASI 

1. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025 

No Jenis Layanan Jumlah Tindak Lanjut 

1 Permohonan Informasi 7 100% Selesai 

2 Pengaduan Masyarakat 0 - 
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2. 5.  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Berdasarkan kuesioner layanan informasi, diperoleh nilai IKM 

sebesar 91,5750 yang berarti kualitas pelayanan masuk dalam 

kategori "Sangat Baik". 
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2.6. Data Penyelesaian Sengketa Informasi  

Selama periode Januari hingga Desember 2025, data 

penyelesaian sengketa informasi adalah sebagai berikut: 

• Jumlah Permohonan Keberatan: NIHIL 

• Mediasi ke Komisi Informasi: NIHIL 

• Putusan Sidang Sengketa: NIHIL 

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh permintaan 

informasi dapat dipenuhi oleh petugas PPID Pelaksana tanpa melalui 

proses sengketa. 
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2.7.    Evaluasi dan Capaian Pelayanan Informasi  

a. Capaian Eksternal (Hasil Baik): 

• Meningkatnya Literasi Digital Pelaku UMKM: Masyarakat dan 

pelaku UMKM kini semakin mahir dalam menggunakan kanal 

digital e-PPID untuk permohonan informasi, terlihat dari tren 

kenaikan jumlah permohonan yang masuk melalui website resmi. 

• Pemahaman Regulasi yang Baik: Pemohon informasi telah 

memahami klasifikasi informasi publik, sehingga tidak ada lagi 

sengketa atau keluhan terkait permintaan data pribadi yang 

dikecualikan sesuai UU KIP. 

b. Capaian Internal (Hasil Baik): 

• Sinergi dan Integrasi Data yang Optimal: Telah terbangun 

koordinasi yang solid antar bidang di Dinas Koperasi dan UKM, 

sehingga seluruh data sektoral tersedia secara akurat, mutakhir, 

dan dapat diakses secara real-time. 

• Kompetensi Petugas yang Profesional: Petugas pelayanan PPID 

telah memiliki kompetensi yang mumpuni dalam tata kelola 

informasi publik, sehingga mampu memberikan respon pelayanan 

secara cepat, tepat, dan ramah sesuai standar operasional 

prosedur (SOP). 
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2.8. Data Sektoral Koperasi dan UMKM  

Berikut adalah gambaran data informasi yang paling sering 

diminta oleh publik selama tahun 2025: 

1. Data Koperasi: Jumlah Koperasi Aktif (Rapat Anggota 

Tahunan/RAT) di Provinsi Jambi Per  31 Desember 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2. Data UMKM: Sebaran pelaku UMKM Se-Provinsi Jambi Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Program Bantuan:  

Data Bantuan Modal Serta Data  Kegiatan Pelatihan 

Kewirausahaan dan Bantuan alat bagi UMKM Tahun 2025. 

A. Data Bantuan Modal Pelaku UMKM Se Provinsi Jambi Tahun 

2025. 
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B. Data Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Alat Bagi 

UMKM Se Provinsi Jambi Tahun 2025. 
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BAB III 

PENUTUP  

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Jambi selama tahun berjalan secara umum telah terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya 

telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, baik melalui 

penguatan kelembagaan, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital, 

maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Ketersediaan layanan informasi secara offline melalui Unit Pelayanan 

Terpadu (PLUT) serta layanan online yang didukung oleh Tim ODS, ditambah 

dengan peran tenaga pendamping KUMKM dan PPKL di seluruh 

kabupaten/kota, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas 

akses informasi kepada masyarakat. Hal ini turut mendorong peningkatan 

transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pembangunan 

sektor koperasi dan UMKM. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa 

kendala yang perlu menjadi perhatian bersama guna peningkatan kualitas 

layanan informasi publik ke depan 

3.1    Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPID 

antara lain: 

• Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

• Jumlah dan kompetensi SDM yang secara khusus menangani 

pengelolaan informasi publik masih terbatas, sehingga berdampak 

pada optimalisasi pelayanan. 

• Belum Optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi 
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• Pemutakhiran data dan dokumentasi informasi publik belum 

sepenuhnya berjalan secara berkala dan terintegrasi di seluruh unit 

kerja. 

• Pemahaman Keterbukaan Informasi yang Belum Merata 

• Masih terdapat unit kerja yang belum sepenuhnya memahami 

prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya dalam klasifikasi 

dan penyediaan informasi. 

• Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung 

• Fasilitas pendukung pelayanan informasi, terutama berbasis 

teknologi informasi, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung 

layanan yang lebih cepat dan efisien. 

• Jangkauan Pelayanan yang Luas 

• Luasnya wilayah pelayanan hingga ke 11 kabupaten/kota menjadi 

tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan akses 

informasi bagi seluruh pelaku koperasi dan UMKM. 

3.2. Rencana Tindak Lanjut 

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi 

publik, dirumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 

1. Penguatan Kapasitas SDM PPID 

Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi secara 

berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola informasi 

publik. 

2. Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi 

Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan pemutakhiran data 

secara berkala serta membangun sistem pengelolaan informasi yang 

terintegrasi. 

3. Peningkatan Pemahaman Internal 
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Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait keterbukaan informasi 

publik kepada seluruh perangkat organisasi. 

4.  Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Meningkatkan fasilitas layanan informasi berbasis digital, termasuk 

penguatan website dan sistem layanan informasi online. 

5. Penguatan Sinergi Layanan 

Mengoptimalkan peran PLUT, Tim ODS, tenaga pendamping 

KUMKM, dan PPKL sebagai jaringan pelayanan informasi hingga ke 

daerah. 

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala 

Melaksanakan evaluasi rutin terhadap kinerja pelayanan PPID guna 

memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. 

Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, Dinas 

Koperasi dan UKM Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan. Diharapkan, 

melalui penguatan peran PPID, keterbukaan informasi publik dapat semakin 

optimal dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam 

pengembangan koperasi dan UMKM yang maju dan berdaya saing. 

 

 

 

 

 

 

 

JAMBI, 31 DESEMBER 2025 

KEPALA DINAS / ATASAN 

PPID 

 

 

DRS. SARDAINI, MM 

NIP. 19670520 199402 1 001 


